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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai sarana
utama penyaluran hak politik rakyat. Namun, pemilih disabilitas masih
menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti aksesibilitas TPS,
keterbatasan informasi, serta stigma sosial, sehingga partisipasi politik mereka
masih rendah. Sosialisasi pendidikan politik yang inklusif sangat penting untuk
meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi pemilih disabilitas.
Program pendampingan dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, serta materi
yang ramah disabilitas, melibatkan keluarga, organisasi, dan penyelenggara
pemilu. Target luaran yang akan dicapai pada hasil akhir penelitian ini adalah
publikasi yang dimuat dalam jurnal bereputasi nasional SINTA 3, URL.: https://e-

jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita .

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kekuasaan tertinggi berada
di tangan rakyat (Humaira, 2021). Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini diwujudkan
melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yang menjadi sarana utama
bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian,
pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang mengimplementasikan prinsip
demokrasi, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya maupun
pemimpin eksekutif, sehingga kekuasaan negara benar-benar berasal dari dan
untuk rakyat (Rita et al., 2016).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem
demokrasi Indonesia, di mana warga negara memiliki hak langsung untuk
memilih eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, serta legislatif mulai dari
tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten.
Penyelenggaraan Pemilu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan mekanisme
dan lembaga penyelenggara utama. Di antara lembaga tersebut, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) bertugas sebagai penyelenggara, sementara Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh
tahapan Pemilu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan jujur, adil, dan
transparan (Fariji et al., 2024).

Disabilitas merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan
dalam aspek mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, atau gabungan dari
berbagai kondisi tersebut yang menyebabkan kemampuan yang kurang optimal
(Apsari & Raharjo, 2021; Pratama & Yusron, 2024). Indonesia memiliki

keberagaman penyandang disabilitas yang cukup besar, namun perhatian



pemerintah terhadap realisasi hak-hak mereka masih kurang memadai. Hal ini
terlinat dari ketidakpedulian pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak
pemilih disabilitas, sehingga mereka seringkali mengalami pengucilan baik dari
masyarakat maupun pemerintah sendiri. Keberadaan penyandang disabilitas kerap
diperlakukan seolah-olah mereka bukan bagian dari masyarakat yang produktif
dan setara dengan individu tanpa disabilitas, sehingga mereka masih menghadapi
stigma dan diskriminasi yang menghambat partisipasi sosial dan politik mereka
secara penuh. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian dan
kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas
dapat menikmati hak-hak mereka secara adil dan setara (Kristiandy, 2021; Nisa,
2021).

Dalam hal partisipasi politik, pemilih disabilitas masih terkendala secara
struktural dan kultural meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak politik
mereka, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UU Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hambatan structural mencakup kurangnya
aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara (TPS), keterbatasan fasilitas
pendukung seperti alat bantu komunikasi dan kurangnya informasi yang mudah
diakses. Di samping itu, hambatan kultural yang mereka hadapi adalah stigma
sosial sehingga memunculkan diskriminasi dan kurangnya dukungan dari
lingkungan sekitar yang menyebabkan timbulnya sikap apatis dan pasif di
kalangan pemilih disabilitas (Harahap & Oktarina, 2024; Mais & Yaum, 2019).
Hal ini juga disampaikan oleh (Bharata et al., 2021) bahwa partisipasi
penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan masih rendah, yang
mencerminkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses politik yang lebih
luas.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 363.200 pemilih
disabilitas yang terdaftar, hanya sekitar 49,6% atau 173.517 pemilih disabilitas
yang menggunakan hak pilihnya (Harahap & Oktarina, 2024). Kemudian di
Kabupaten Pandeglang, partisipasi politik pemilih disabilitas tercatat sangat
rendah, yaitu hanya sekitar 3% dalam pemilihan bupati tahun 2020 (Hamid,
2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya partisipasi politik pemilih



disabilitas masih jauh dari optimal karena terkendala teknis maupun non-teknis,
meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati
hak-hak dasar dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Konvensi ini
menegaskan hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan
dipilih, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan publik tanpa
diskriminasi. CRPD mengubah paradigma lama yang memandang penyandang
disabilitas sebagai objek belas kasihan menjadi subjek yang memiliki hak dan
mampu membuat keputusan dalam kehidupannya serta berperan aktif dalam
masyarakat. Pasal 29 CRPD secara khusus mengatur partisipasi dalam kehidupan
politik dan publik, mendorong terciptanya lingkungan yang memungkinkan
penyandang disabilitas membentuk dan bergabung dengan organisasi untuk
mewakili kepentingan mereka di semua tingkat pemerintahan.

(Polin, 2024) menegaskan bahwa partisipasi aktif pemilih disabilitas
dalam Pemilu merupakan wujud esensial dari demokrasi inklusif, di mana
keterlibatan mereka mencerminkan penghormatan terhadap hak politik yang
setara. Namun, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi
tersebut. Pertama, pendidikan politik yang memadai sangat penting agar
penyandang disabilitas memahami hak dan mekanisme pemilu secara jelas.
Kedua, situasi lingkungan yang demokratis dan mendukung bagi penyandang
disabilitas menjadi faktor penentu, karena lingkungan yang inklusif mendorong
mereka untuk lebih aktif dalam proses politik. Ketiga, karakteristik pribadi yang
meliputi kepedulian sosial terhadap isu-isu politik dan kemauan untuk terlibat
dalam aktivitas atau organisasi politik turut memengaruhi partisipasi mereka.
Keempat, ketidakpercayaan terhadap politik atau sistem politik yang ada dapat
menjadi hambatan signifikan yang mengurangi motivasi penyandang disabilitas
untuk berpartisipasi. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian khusus dalam
konteks hukum dan kebijakan agar partisipasi politik pemilih disabilitas dapat
meningkat secara signifikan dan demokrasi di Indonesia menjadi lebih inklusif

serta representatif.



Dengan demikian, pendidikan politik bagi pemilih disabilitas memegang
peranan krusial dalam meningkatkan partisipasi politik mereka, sehingga dapat
menciptakan demokrasi inklusif dan berkeadilan. Pendidikan politik yang efektif
membantu pemilih disabilitas memahami hak-hak politik mereka, mekanisme
pemilu, serta tata cara menggunakan hak pilih secara mandiri dan percaya diri.
Hal ini penting mengingat masih banyak pemilih disabilitas yang belum
memperoleh informasi memadai atau mengalami kesulitan akses informasi yang
sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, seperti materi dalam bahasa isyarat atau
format yang ramah disabilitas.

Dengan demikian, urgensi dari pengabdian ini terletak pada pentingnya
untuk memastikan hak politik pemilih disabilitas dapat terpenuhi secara termakna
dan inklusif. Tanpa edukasi yang memadai, pemilih disabilitas rentan dimobilisasi
secara tidak etis dan sulit mengakses informasi penting, sehingga pendidikan
politik menjadi alat penting untuk melindungi mereka dari praktik-praktik
tersebut. Di samping itu, pendidikan politik juga mendorong pemilih disabilitas
untuk aktif berperan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai calon
legislatif dan pelaku politik lainnya, sehingga kebijakan yang inklusif dan
berpihak pada kebutuhan mereka dapat terwujud.

Hal ini menujukkan bahwa sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi
pemilih disabilitas perlu diselenggarakan guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas partisipasi politik mereka, memberdayakan mereka serta mewujudkan
demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pengabdian ini berada di Desa Lengkong, Kecamatan Balen,
Kabupaten Bojonegoro. Alasan melakukan pengabdian kepada masyarakat
mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas di Kabupaten
Bojonegoro karena rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas. Dengan
adasanya sosialiasasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi
politik kelompok penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi hambatan

dalam mengakses informasi dan proses pemilihan.



1.3  Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan
politik yang inklusif sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih
disabilitas. Penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hak
politik dan mekanisme pemilu menjadi salah satu hambatan utama yang
menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Selain itu,
keterbatasan akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemilih
disabilitas, seperti materi dalam bahasa isyarat atau format yang mudah diakses,
turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang dirancang
khusus dengan pendekatan yang ramah disabilitas dapat menjembatani
kesenjangan antara hak politik yang diatur secara hukum dan implementasinya di
lapangan, sehingga pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara

mandiri dan percaya diri.

Lebih jauh, penelitian juga menekankan pentingnya menciptakan
lingkungan yang demokratis dan suportif melalui sosialisasi yang melibatkan
berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas dan komunitas sekitar.
Faktor-faktor seperti kepedulian sosial, motivasi untuk berpartisipasi, serta
kepercayaan terhadap sistem politik menjadi penentu utama keberhasilan
sosialisasi pendidikan politik. Dengan demikian, sosialisasi yang intensif dan
berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik
penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif berperan dalam
berbagai aspek politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Keseluruhan
temuan ini memperkuat urgensi penyelenggaraan program sosialisasi pendidikan
politik yang inklusif sebagai langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang

lebih adil, inklusif dan representatif bagi seluruh warga negara.



BAB Il
SOLUSI PERMASALAHAN

2.1  Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi permasalahan pendampingan yang akan dilakukan oleh tim
pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah mengadakan pendampingan
berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, dan pendalaman materi terkait
pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas sebagai upaya
meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak politik mereka.
Pendampingan ini akan diberikan secara langsung kepada pemilih disabilitas di
komunitas atau desa binaan dengan metode yang inklusif, misalnya menggunakan
bahasa isyarat, materi audio visual, dan media yang mudah diakses sesuai
kebutuhan khusus mereka. Melalui kegiatan sosialisasi yang interaktif dan
berkelanjutan, diharapkan peserta dapat memahami mekanisme pemilu, hak
memilih dan dipilih, serta cara menggunakan hak politik secara mandiri dan
percaya diri. Selain itu, pembentukan kader atau relawan pendamping dari
kalangan penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar juga penting untuk
memantau dan mendukung penerapan pendidikan politik dalam kehidupan sehari-
hari.

Di samping itu, tim pengabdian masyarakat juga akan melakukan
pendekatan partisipatif dengan melibatkan keluarga, organisasi penyandang
disabilitas, dan pihak terkait seperti penyelenggara pemilu untuk menciptakan
lingkungan yang demokratis dan suportif. Pendampingan ini juga akan
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti
keterbatasan akses fisik ke tempat pemungutan suara dan kurangnya informasi
yang mudah dipahami. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas
sosialisasi dan menyesuaikan metode agar semakin tepat sasaran. Dengan adanya
program pendampingan ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat lebih aktif dan
optimal dalam berpartisipasi politik, sehingga hak politik mereka terpenuhi secara

nyata dan demokrasi menjadi lebih inklusif serta berkeadilan.



2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Beberapa riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang
mengangkat topik tentang pola PHBS menjadi pedoman dalam penulisan proposal
pengabdian masyarakat ini. Diantaranya adalah hasil pengabdian milik (Sudharma
& Utami, 2024) bahwa sosialisasi dengan tema edukasi mendorong partisipasi
aktif penyandang disabilitas dapat meningkatkan pengetahuan baru mengenai
partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu. Dengan menyelenggarakan
edukasi untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas, mereka lebih
memahami peran hak suaranya yang sangat berarti untuk 5 tahun mendatang.

Penelitian lain yang relevan juga ditunjukan oleh (Fariji et al., 2024)
dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Bawaslu Karawang mampu
membantu para penyandang disabilitas dalam memahami mekanisme pemilu dan
pentingnya setiap tahap dalam menjaga keadilan dan transparansi melalui konsep
pendidikan politik yang berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas yang
disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Konsep ini juga membantu
penyandang disabilitas untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai
pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran.

(Rita et al., 2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang telah mengambil berbagai langkah
proaktif untuk menjamin terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas mental.
Langkah-langkah tersebut mencakup pelaksanaan program pelatihan bagi
penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas fisik yang memadai di tempat
pemungutan suara (TPS), pelaksanaan kampanye untuk mengurangi stigma sosial
terhadap penyandang disabilitas, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna
melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pemilihan
umum. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat KPU Kabupaten Batang tidak
hanya untuk memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas mental, tetapi
juga sebagai upaya nyata menuju terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan
demokratis, di mana semua warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dalam

proses demokrasi tanpa diskriminasi



Sedangkan penelitian lain yaitu milik (Pratiwi & Bafadhal, 2020)
menunjukan bahwa kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan dan pemenuhan
hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi berjalan dengan
sangat antusias dan efektif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kehadiran peserta
serta hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi
yang disampaikan tanpa kesulitan berarti. Kegiatan sosialisasi tersebut berhasil
meningkatkan pemahaman peserta tentang pendidikan politik serta menumbuhkan
kesadaran pentingnya partisipasi aktif dalam politik, khususnya di Kota Jambi.
Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan
kualitas komunitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik, sekaligus
mencegah terjadinya pembodohan politik yang selama ini dialami oleh komunitas
tersebut.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh telah menunjukkan
bahwa (Husain et al., 2021) masih kurangnya jumlah partisipasi politik dari
kawan disabilitas. Dengan ini, pendidikan politik bagi siswa-siswi SLB B-F
Mandari Kota Kendari sangat penting untuk diselenggarakan karena dapat
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya suara mereka dalam proses

pembangunan demokrasi di Indonesia.



BAB IlI
METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

1. Pendampingan

dilakukan dengan penyampaian materi yang

mengedepankan pendekatan inklusif dan partisipatif yang sesuai

dengan kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Teknik ini meliputi

penggunaan metode komunikasi yang ramah disabilitas, seperti bahasa

Isyarat untuk tuna rungu, materi audio visual yang mudah dipahami,

serta media cetak dengan huruf besar.

2. Melibatkan pendekatan kolaboratif dengan keluarga, organisasi

penyandang d

isabilitas, dan lembaga penyelenggara pemilu seperti

KPU dan Bawaslu untuk menciptakan lingkungan yang demokratis

dan suportif.

3.2 Strategi Yang Digunakan

pemilih disabilitas sebagai

Strategi yang digunakan dalam memahami pentingnya partisipasi politik

upaya untuk meningkatkan kesadaran akan

bermaknanya hak suara pemilih disabilitas dalam proses pembangunan demokrasi

di Indonesia melalui “Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih
Disabilitas”

3.3 Tahapan Kegiatan

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan

No | Tahapan Kegiatan | Deskripsi
1. | Registrasi Peserta Peserta penyandang disabilitas melakukan
pendaftaran sebagai tanda keikutsertaan dalam

sosialisasi, sekaligus untuk memetakan kebutuhan
khusus mereka agar pendampingan dapat disesuaikan.

2. | Pembukaan Pengenalan tim pengabdian masyarakat serta

pengenalan kampus “Universitas Bojonegoro”

3. | Materi Umum | Menyampaikan pengertian pendidikan politik, tujuan
tentang Pendidikan | dan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih
Politik bagi | disabilitas, hak-hak politik pemilih disabilitas, serta
Penyandang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu.

Disabilitas
4. | Materi Khusus | Menjelaskan tahapan pemilu, cara menggunakan hak

tentang Mekanisme

pilih secara mandiri, serta fasilitas dan bantuan yang




Pemilu dan | tersedia bagi penyandang disabilitas di TPS.
Pengggunaan  Hak

Pilih

Materi Pendalaman | Mengedukasi tentang peran aktif penyandang
tentang Peran | disabilitas tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga
Penyandang sebagai calon legislatif atau pelaku politik lainnya,
Disabilitas  dalam | serta pentingnya lingkungan yang inklusif dan
Demokrasi serta | suportif. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya

diakhiri dengan Sesi

jawab, serta kuis atau permainan edukatif yang

Interaksi dan | disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk

Evaluasi mengukur pemahaman dan meningkatkan
keterlibatan.

Penutup Kesimpulan hasil sosialisasi, menegaskan pentingnya

pendidikan politik dan melakukan evaluasi untuk
perbaikan kegiatan selanjutnya.
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BAB IV
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1  Luaran Pendampingan
Pemilih disabilitas memiliki pemahaman dan terkait pentingnya suara

mereka dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia yang lebih inklusif
dan berkeadilan. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini selain laporan akhir
adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat Sinta 5.

4.2  Target Capaian
Indikator-indikator capaian program yang diharapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengabdian masyarakat olen Dosen Program Studi S1
Administrasi Publik Universitas Bojonegoro dan tim pada sosialisasi
terkait pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.

2. Pemilih disabilitas mampu memahami dan sadar akan pentingnya
partisipasi politik dan berkomitmen menggunakan hak politik mereka

dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
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BAB V
JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

51 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Tabel 2. Uraian Jadwal Kegiatan
. . Bulan
No| JenisKegiatan 157374 15 [6 [7 |8 [9 [10]11]12
1 | Penyusunan topik oleh
ketua peneliti
2 | Mobilisasi personil
3 | Prasurvey
4 | Penyusunan  rencana
kerja
5 | Penyusunan proposal
6 | Penyusunan revisi
proposal
7 | Penyiapan alat-alat
penunjang
9 Persiapan wawancara
10 | Wawancara dan
analisis data
11 | Analisis data dan
penuangan pada draft
artikel ilmiah
12 | Rekomendasi
13 | Penulisan laporan
akhir penelitian
14 | Penulisan Jurnal
Terakreditasi
15 | Publikasi Jurnal
Terakreditasi
52 Rencana Anggaran Biaya

Anggaran biaya disajikan dalam bentuk tabel dan terperinci dengan

ketentuan masing-masing kebutuhan berikut:

a. Biaya Gaji dan Upah Maksimal 20% dari total anggaran

b. Biaya Bahan Habis Pakai dan Peralatan Maksimal Maksimal 40% dari
total anggaran

c. Biaya Perjalanan Maksimal 20% dari total anggaran

d. Biaya lain-lain Maksimal 20% dari total anggaran
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Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya

No. Uraian Pekerjaan Satua | Kuantitas | Harga | Jumlah
n Satuan | Harga
1 2 3 4 5 6
I Gaji dan Upah (20%)
1.1 Gaji dan upah
1.1.1 | Ketua Peneliti Orang |1 100.000 | 100.000
1.1.2 | Anggota peneliti Orang |3 100.000 | 300.000
Jumlah | 400.000
I Bahan habis pakai
dan peralatan (40%)
2.1 Alat Tulis Kantor
2.1.1 | Map Kertas pcs 10 3.000 30.000
Amplop pax 1 20.000 | 20.000
Map plastik pcs 10 10.000 | 100.000
2.1.3 | Jilid Laporan | buku 2 50.000 | 100.000
Penelitian
Penjepit Kertas buah 3 20.000 | 60.000
Bloknote pcs 5 20.000 | 100.000
Pulpen lusin 1 20.000 | 20.000
Banner paket |1 200.000 | 200.000
Kertas HVS rim 1 50.000 | 50.000
2.2 Konsumsi
2.1.1 | Air Mineral dus 3 40.000 | 120.000
Jumlah 11 800.000
Il Perjalanan (20%)
3.1 Perjalanan
3.1.1 | Transportasi paket |4 100.000 | 400.000
kegiatan penelitian
Jumlah 111 400.000
v Biaya lain-lain
(20%)
4.1 Biaya  penelusuran
pustaka
4.1.1 | Biaya Publikasi paket |1 400.000 | 400.000
Jumlah 1V 400.000
Total Keseluruhan 2.000.000
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